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BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENdGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIJINAN TERPADU SATU PINTU KARUPAiBTV TTNAON TENGAH SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ?IMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a' bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkanpelayanan kepada ri"."y"r"t 
"t serta mempe{pendek prosespela-y1nan gula mewujudkan pelayanan ^ y"rrg cepat,mudah, murah, transparan, pasU dan t"r:rrrgil""dilaksanakan suatu pelayanan perijinan t".p"au satu pintu;b. bahwa untuk melaksanakan -ketentuan f"".r z ii,* tiiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o rahun 20og

lentang Pedoman organisasi aan rata Keda Unit pelaya,an
Perijinan Terpadu di Daerah, perlu -"rry.t t.r, prosespengel0laan perayanan baik yang bersifat pelayanan
ferijinan dan Non perijinan;

c. bahwa berdasarkr.r, plrdmbangan sebagaipana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perru membentuk peraturanDaerah tenlalS- - Organisali dan tata fe6a BadanPenanaman Modat dan_pelayanan perijinan Terpadu satuPintu Kabupaten Timor Teng;h Selatan;-
Mengingat : r. I":"t 1g ayat 6 undang-undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor 69 Tahun 19sg tentangPembentukan Daerah-daerarr Tingkat II o"r"r" wilayahDaerah-daerah Tingkat I BaIi, uu-o te"gga"; Barat dan
Ir*" TenggaraJimur (Lembaran Negara d;;brik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambaf,an f*'*U"r"r, NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);y#ffi,H**,ffi dlr#""*"f?lo .:"fiffiIndonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran
Tsq*l Republik Indonesia Nomor sbal seuagaimana terahdiubah beberapa kali terakrrir dengan 

--uia*u-undang
Nomor g Tahun 2o1s tentang perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintahan Daerah (kmbaran 

- --lveg; 
RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran

4 i:fffitr,HHffiH:"'ffi:T.i::?1"" ;;,,,en,angorganisasi perangkat Daerah (r-e_muaran- N";; RepublikIndonesia Tahun 2oor Nomor g9, Tambahan Lembaran
yNeSara Republik Indonesia Nomor ala\;
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5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL4 tenta,g
P_enyelenggaraan perayanan Terpadu satu pintu (I-embarai
Negara Repubrik Indonesia iahun 2or4 Nomor 221,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);6' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOTtentang Pedoman- petunjuk ieknis penataan organisasiPera,gkat Daerah 

_ sebagaimana terah diubatr i"rg*Peraturan Menteri Dalam- Negeri Nomor so- tarrun 2010tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Daram NegeriNomor s7 Tahun 2ooz tentang pedoman petunjuk retiiis
_ Penataan Organisasi perangkatbaerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20og

lentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja unit perray.rr*
Perijinan Terpadu di Daerah;

D E*AN .ER*AKTLAN .R:+fffi ffffii"#H"ffi;ffi* o R rE N GAH 
'ELATANdan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN_ PELAYANANPERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMORTENGAH SELATAN.

*urr*F,ffJ ,MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan D_*"ft ini yang dimaksud dengan:1. Daeratr adalah Kabupate, tiiro, Tengah Sefa:tan.
?. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Jehtan.3. 

!:i:ffi* 
Daerah adarah pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah

4' 
!:ilffi*an 

Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah
5' Perangkat Daerah adalah rembaga yang membantu Bupati dalam
- penyelenggaraan pemerintahan daeraf,. -

6' Badan Penanaman Modal dan Pelayanan PerijiSan Terpadu Satu pintu yangselanjutnya disingkat BPM dan P2iSP adalah Badan penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Timor Tengah selatan.7 ' Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oterr plmerintah Daerah berdasarkanPeraturan Daerah atau peratl.T- l_ainnya v"rtg merupakan bukti legalitas,menyatakan sah atau- diperbolehkannya 
- 

""""o.*rrg atau Bada, untukmelakukan usaha atau kegiitan tertentu.8. Perijinan adalah pembirian, leealitas kepada orang atau pelakuusaha/kegiatan tertentu, baik dahr;ue"t"r. iyi" *""pun tand.a daftar usaha.9' Penyederhmaan perayanan adarah 
";"y" il""v*sr*t r,-i".t.a"p waktu,prosedur dan biaya pemberian perijinan aan non perijinan.

10' Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu adaratr kegratanpenyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannyamulai dari tahap permohonan sampai L" t"d; terbitnya dokumen dilakukanrysecara terpadu dalam satu pintu dan satu tenrpat.



11.

L2.

Tim Telaris adalah- kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuanreril Perangkat Daerah terkait yang mempunyai t "*"r*g"r, untukmemberikan pelayanan perij inan.
9"it pelayanan perijinan terpadu adalah bagran perangkat daerahberbentuk Badan dan/atau Kantor eehyanL perijinan Terpadu,merupakan gabungan dari unsur-unsrlr perangf<at Daerah v*s .rr"-punyaikewenangan di bidang pelayanan perijinan.

BAI} II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) BPM dan P2TSP berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua
T\rgas, Fungsi dan Kewenarrgan

Pasal 3

BPM dan P2TSp mempunyai tugas:a' melaksanakan koordinasi pelayanan adminstrasi dibidang perijinan secaraterpadu, keq'asama .dan penanarnarl modal dengan ilri"6 koordinasi,integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, r.""*6rr-* ar,r r.Ep""ti"r, ; 
--'

b. membina pelavanan adminis"+i Jibtd;; perijinan secara terpadu,kerjasama dan penanarnan modal 
-dengan 

"prinsi! koordinasi, integrasi,sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan fepastian;c' menJrusun kebijakan 
- 
pelayanan administasi aiuiaang perijinan secaraterpadu, kedasama dan penanaman modal- dengan prinsip koordinasi,integrasi, sinkronisasi, simprifikasi, keamana' d* dp"*ti"rr; aLd' menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu,keq'asama dan penanaman modal aengan p.t""rp rioorJir""i, integrasi,sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan liepastian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan- tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BpM danP2TSP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan perijinan, kerja
- sama dan penanaman modal;
b' penyelenggaraan perayanan administrasi perijina., ke4.a sama danpenanaman modal;
c' pelaksanaan koordinasi, pembinaan-dan penyusunan kebijakan dal petunjuk
. teknis proses plriilnan, kerja sama aan penan"*"r, mod.al;d' pelaksanaan administrasi -pelayanan 

pirifinan, kerja sama dan penanarnanmodal;
e. pelaksanaan koordinas_i perencanaan dan persiapan pelaksanaan hubungan

t"d" sarna pemerintahan, pembangu"*' a* pelayanan kemasyarakatan
y'enSan organisasi;



f. pelaksanaan 
, 
pengkajian, purgaraha', pemberian pertimbangan danrekomendasi tindak lanjut peiaksanaan petayanan perijinan, huburigan k"rj;sarna dan penanaman modal di Daerah; dan 

-

g' pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan, kerja sarnadan penanaman modal.

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinal atas narnaBupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

surr*o?oBJEANrsASr

Pasal 6

(1) susunan organisasi BpM dan p2TSp terdiri atas:a. Kepala;
b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:1. Sub Bagian Umum Aan Xepega-aiai; -2. Sub Bagian Keuangan dan-pJrlengkapan; dan3. Sub Bagran program, pengendaliair aln pelaporan.c' Bidang pemeriksaan dan pengolahan p"t membawahi 2 (dua) Seksiyaitu:

1. Seksi pemeriksaan; dan2' seksi pengorahan Data perijinan dan Non perijinan.d. Bidang perayanan periiinan membawahi 2 (dua) sur."i y*itr,1. Seksi pelayanan perijinan; dan \.

2. seksi pelayanan Informe.si dan penanganan pengaduan.e' Bidang Kerja sama dan Penanaunan naiaar memlawahi 2 (dua) seksiyaitu:
1' Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi penanarnan Modal; dan2. seksi pengawasan Keg'a Sama penanaman Modar.f. Tim Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran lebih lanjut irengenai tugas pokok dan fungsi dari satuanorganisasi diatur dengan peraturan eupaU.(3) Bagan struktur orginisasi dan rata. Keda BpM dan p2TSp sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam-l.ampiran dan merupakan bagranyang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidangyang berada di bawah dan-bertanggung jawabLpada Kepala Badan.(2) sub Bagian aan.se\$ drpimpin 
"r"n ilrant reparl sub Bagtan dan Kepalaseksi yang berada di bawah dan uertangguigl"*"u t 

"p"-a"-s"kretaris danyKepala Bidang.



pasal g

(1) Tim Teknis terdiri dari

(2) Tim Teknis seuagaim;;dimaksud pJ"'"y", (r) ,il"irriiiki kewenangan untukmemberikan 
"atat' pertimbans* i"I;* ,angka *"-tu.itan rekomendasimengenai diterima atau ait"r"J"y"-il",, p"*orror,"rr^ perijinan kepada

, ", .til,t:J{[ffi i3,?,;*q1*tr #ffi #f,;::ffi 
":"f 

rs terkait dengan(3) rim rer<3i1 ""u"gil;; ffi;";;ffiIiKepala Badan ;"'l"iliiilp"r* Bidang dan ,:ffif HL**"g jawab kepada

Pasal 9
Kelompok Jr
B pM *- ;r?3??"fff:I1i,}i3i:tl1irgis meraksanakan sebagian tu gas

pasal 10
(1) Kelompok Jabatan Funssiona] sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri
,.,i$i-:initfip"ssmg:m*Ht,,'#.*,?1,*terbagia"r"-(2) Kelomp"u.iib."*; F;-Gi'rr"r 

".u.s.i;';I di*"G;; pada ayat (1) dipimpinoreh seorang. tenaga ffiGt"r';.;"ff;'^;;s 
. 
ditunjuk ;i;;* Bupati atas usulKepala BpM dan pirsp Jii,bertanggur$"*"u kepada Kepara Badan.t''il?l*i*"ffi 

ft #ffi ##il#"[**",Jp"aJlv.t(1)ditentukan(-) 
i'"ii tx,';?ffi*,rxum#ti::n:,nm$f *".,d pada ayat ( 1 )

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 1 1

XI#.,f:} I",ffi Hffi",-,'j*::ryI"" tugasnva wajib menyerenggarakanr'uuunganu"n-;l;"i.il;lffi ;ffi d#-g1i:Tij,["H:l,"]{ffiHi##
H,qt3|,"i'.,ln,tesrasi a""-Jii.'oii"""i uJir;;"* t er.rrrs;'..!,.1r" maupunpokok a",i;";?l?#Jsi di lingkunsan p"r""Ht"r, pJ"rJ'J",-[, o",r*"r, tugas

Pasal 12
(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Keri m rekni" 4",,. x"r"*r"il, 

"oatan 
Fu nrft ;;pfl?# L"?ffi* ^ f :t4" s eksi,

,^, .1il:i"HfffiHrr;i;;L 
p.ru.,ffi'Eiir,,a*g-undangan 

oan standar(2) Kepala Badan.U"il"*eriban:nemberikan 
petuqjuk, membina, membimbingf;ffi-ffiffiffi petu4;i;"ti 

"",rr pembaniu aan pelaksana yans berada di
Pasal 13

sekretaris, K"?.*.. Bidang, Kepala Sub 6+gT dan Kepala seksi dalam
lingkungan epN'I ar" pzt3'p *":it -mengawa"irl*rr*rry. i* apab,a teriadid:ffi A'#fil,*f 

"**ru1";f?#ffi 
Ji* - ;;; * 

ii?1,hr.", ;;il;



PE N GANG KATAN 
B#I 

}, *", *H E NTIAN

Pasal 14

Kepala Badan, sekretaris, 
-Kepala Bidang, Kepata Sub Bagian dan Kepala Seksidiangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

KEruo,f.ffiIL*r"r"
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini. mulai^lerlhku, peraturan Daerah Kabupaten'limor Tengah selatan Nomor 6'Tahun 2008 t;;'t""g organisasi d; Tata KerjaKantor Pelayanan Periiinan lerpadu Kabupaie" ii*or Tengah Selatan (LembaranDaerah Kabupaten 
-Timor Tengah seratan 

-Carrun 
2oog Nomor 6, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Timo, rengarr sJatan nor"or-b) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran baeiarr Kafiupaten TimorTengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

/eurarr rrMoR TENGAH sELATAN,

tt/PAtJLUS V. R. MELLA

(

Diundangkan di SoE
pada ta4ggal 20 Mei 2A15

ELATAN,/t

N TABUN

LEMB DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015NOMOR 5
NOREG PERTURAN DAERAFI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSINUSA TENGGARA TrMUR NOMOR 0s/2015



PENJELASAN

PERATURAN DAERATT XAE U$ITBN TIM.OR TENGAH SELATANNOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI NAN.ATA I(ERJA 
-?-l?AN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPERIJINAN TERPADU ilfi'PITVtU T,qEU;;#N TIMOR tEruOEH SELATAN

I. UMUM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, salah satubentuk' sistim^ a.". -"""5"*:l- p"r"y*"rrlllTintarr 
- 
kepada masyarakatperlu mendapat. perhatiil"q^ryo*.";;a 

mengemu.ri'ro' kepercayaanmasyarakat terhadap birokrasi pela;,anin- p"mefilaii*;A 
setama initerkesan sansaf p*:I"s, -tl.i"rit- d.rt "*r,ir'*:.-ri-b;^d 

d*L ** daramff Xilffi *.**fi.j:lff 1"r", * i asa ai 
-uidans 

peq inan,,kerj asama dan

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri
I_:,T,Ltr l$:_;'qt il",."g pedoman-ilganisasi 

aan 
-rata 

Kerja unitterrraaapu"#ilT,rsT,"dh,?ffiT"*Hi#ffi*lx;Ed1#ti
tentang organisasi 

- 
p*Lgt"l pf"rlr, 

..;ai; 
untuk mewujudkan mutupelavanan prima oleh pemr.i"t"i, tepata;;*"#'r.#"J5lra di bidang

i.fi:if:"f"J,!"n:n*'*"rX**ff.-ur. v*s meiayani """*i*II!""g"', d..,g* 
-,,;:#ffi"IHffi: 

fH,_r::l gilid"L* perijinar, Daerah.pzrsprEil"o.*iri,'Jffi 
;".,J":l#fl l-#T;];ffiJ1#?"*ffi":H

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

_ Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 1O

2Cukun 
jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

y''aueaneN LEMBARAN DAERAH KABUpATEN TrMoR TENGAH sELATAN NoMoR s



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU SATU PINTU KAE}UPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SEKSI
PELAYANAN
PERIJINAN

KETERANGAN :

--------+ : GARIS KOMANDO

I "l,l,y,rgy?*,;pl?o" 'ELATAN, 
(

KELOMPOK

BIDANG
PEMERIKSAAN DAN
PENGOLAHAN DATA

BIDANG
KERJA SAMA DAN

PENANAMAN MODAI

SEKSI
PENGOI.AHAN

DATA DAN SISTEM
INFORMASI

PENANAMAN
MODAL

2/Dlftr rre I, E tf,Itrrr A


